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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR    5    TAHUN  2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang  : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 

dilaksanakan secara demokratis sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka 

kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, 

dan umtuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama 

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun; 

b. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan 

dalam satu tahun anggaran dan memperhatikan 

kemampuan  keuangan daerah dalam pembangunan 

dibidang politik yang bersifat strategis dan berskala besar, 

Pemerintah Kabupaten Madiun menganggap perlu 

melakukan penyisihan dana untuk membentuk dana 

cadangan; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam 

pasal 303 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
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Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pasal 

63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu landasan hukum 

dalam membentuk dana cadangan ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf  c, perlu membentuk  

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun  Tahun 

2024; 

 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  2730); 

3.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6398); 

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5344); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
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Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 – 2028 

(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);  

 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2024. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Madiun. 

6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam 

satu Tahun Anggaran. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja Pengelola keuangan daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah.  

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

 

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan  untuk mendanai kegiatan  pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat 

dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. 

 

 

BAB III 

BESARNYA DANA CADANGAN  

Pasal 3 

 

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebesar                             

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dan dilakukan selama    

3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 

a. pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah); 

b. pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

milyar rupiah); dan 

c. pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

milyar rupiah).                  
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BAB IV 

SUMBER DANA 

Pasal 4 

 

Sumber Dana Cadangan disediakan dari APBD. 

 

BAB V 

PENEMPATAN 

Pasal 5 

 

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana 

Cadangan yang dikelola oleh PPKD. 

(2) Dalam hal  dana cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan 

hasil tetap dengan resiko rendah. 

(3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank 

Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah. 

(4) Hasil bunga deposito dari rekening dana cadangan dicatat dalam 

Rekening Pendapatan Bunga Dana Cadangan sebagai penambah dan 

digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 

Tahun 2024. 

BAB VI 

PENGGUNAAN 

Pasal 6 

(1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Madiun, setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan 

yang disisihkan tercukupi. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan yang sudah 

ditetapkan dalam  Peraturan Daerah ini. 

(3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perudang-undangan. 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

BAB VII 

PENGELOLAAN 

Pasal 7 

(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan 

Daerah. 

(2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan  Pembiayaan 

Daerah. 

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan 

ke rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sejumlah seluruh 

Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 

surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD. 

 

Pasal 8 

(1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai 

dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah yang berlaku. 

(2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai 

dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih 

terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus 

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

 

BAB VIII 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 9 

(1) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD. 

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal Pemililihan Bupati dan 

Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan dana cadangan, maka dana 

cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum 

Daerah.  
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Dengan adanya pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

untuk Pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati Tahun 2024 ini, dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun. 

 

 
 

 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal  21 Oktober  2020  
 

BUPATI MADIUN, 

 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun 
Pada tanggal 21 Oktober  2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MADIUN, 

 

ttd 
TONTRO PAHLAWANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 5 

NOMOR   REGISTER PERATURAN DAERAH   KABUPATEN  MADIUN         

NOMOR 218-5/2020 

 

SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

ttd 
ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
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PENJELASAN 

 ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR    5    TAHUN  2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

TAHUN 2024  

 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka mendanai kegiatan PemiIihan Bupati dan Wakil Bupati 

Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, 

Pemerintah Kabupaten Madiun menganggap perlu melakukan penyisihan 

dana untuk membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 80 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 

2020. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

  Cukup jelas. 

Pasal 2  

  Cukup jelas. 

Pasal 3  

 Cukup jelas. 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6  

 Cukup jelas. 

Pasal 7  

 Cukup jelas. 
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Pasal 8  

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


